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TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG FRAJA
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang * a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah, perlu mengatur kedudukan,
susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Satuan |
Polisi Pamong Praja;

b. bahwa dengan berpedoman pada pasal 11 ayat (3) \
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang {
Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah, maka
pembentukan Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi
Pamong Praja perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat i 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerzh Tingkat I di Sulawesi
( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ‘
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890 );
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Kewenangan Pemerintah
sebagai Daerah Otonom

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4262 ) ;

10 Peraturan Pemerintah Nomoi 9 Tahun 2003, tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263 );

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANGGAL.

BAB |
KETENTUAN "UMUM

Pasal 1
dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Banggai.
- Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
- Q@erah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.

ti adalah Bupati Banggai.
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yang memungkinkan
Mmasyarakat  dapqt

tertib dan teratur,

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah
Praja.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemsrintah Daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkeduaikan di bawah
dan berfronggungjowob kepada Bupati melaluj Sek etaris Daeranh,

ini - dibentuk  Satuan  “olisi Pamong

Pasal 3

Satuan  Polis Pamong Praja mempunyai
menyelenggarakan ketenframan dan ke
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati,

fugas  memelihara dan
tertiban umum, menegakkan

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan fugas tersebut Satuan Polisi Pamong Prajg,
mempunyai fungsi :

| & Perumusan Kebijaksanaan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan
: Ketentraman dan Ketertiban Umum di Dasrah.

b.  Perumusan Kebijakan  Penegakan Peraturan  Daerah dan
’ Keputusan Bupati.

Pembinaan dan Pengawasan  terhadap masyarakat  agar
mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan.
Penyusunan program  dan  pelaksanaan kefenframan  dan
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan
- Bupati.




BAB Il
SUSUNAN ORGANISAS!

Pasal 5

1] Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
Kepala -

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Operasional dan Penertiban.

Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.

Kelompok Jabatan Fungsional

-0 00 0TQ

(2) Bagan Susunan  Organisasi Satuan  Polisi Pamong .Prcjo
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal é
Urgian tugas dan fungsi- Unit Organisasi Satuan Polis: ‘'among Prgja

dan ketenfuan-ketentuan lainnya yang belum diatur ¢v'am Peraturan
Daerah ini akan ditefapkan dengan Keputusan Bupat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

il=hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
genai  pelaksanaannya  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan
tysan Bupati,
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erah Kabupaten Bangg

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 15 November !

'BUPATI BANGGAI,

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 15 November 2003

SEKRETARIS DAERAH KABYPATEN,
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